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BAB V 

Kesimpulan dan Saran  

5.1 Kesimpulan 

  

 Rumusan Masalah 1 

Tidak ada mekanisme pasti yang dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas 

untuk melaksanakan prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

terkait tidak jelasnya sanksi dalam Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang 

Perseroan Terbatas maupun Pasal 7 Peraturan Pemerintah turunannya. 

Perseroan Terbatas dapat menjalankan Prinsip tersebut dalam kegiatan 

usahanya dengan seikhlasnya karena disamping sanksi yang harusnya 

menjadi daya paksa tidak jelas, pengaturan dan ketentuan utama yang 

mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan seperti kategori 

Perseroan Terbatas dalam menjalankan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan, mana tindakan yang termasuk dalam Tanggung Jawab Sosial 

dan Lingkungan, bidang-bidang usaha dalam Perseroan Terbatas  juga 

tidak jelas, baik dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah 

turunannya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil keluaran / 

output dari Pasal 74 itu pelaksanaannya hanya digantungkan terbatas pada 

kesadaran hukum Perseroan Terbatas itu sendiri dalam menjalankan 

Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, khususnya kembali lagi 

pada kesadaran RUPS dan direksi. Hal tersebut semua dikembalikan lagi 

pada masing-masing Perseroan Terbatas, pada Organ RUPS dan direksi 

mengenai kesadaran hukum untuk menjalankan prinsip tersebut. 

Bagaimana kaitan dengan sanksi, dirasa sebelum mengefektifkan sanksi, 

perlu adanya pengaturan utama terdahulu seperti kategori Perseroan 

Terbatas, ruang lingkup pelaksanaan, wujud mana yang termasuk dalam 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan mana tidak termasuk, dan 

pengaturan yang jelas bagi Perseroan Terbatas untuk menjalankan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Baru setelah itu, apabila 

ketentuan dan pengaturan utama tersebut dilanggar atau tidak 
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dilaksanakan, dirujuk kepada sanksi yang berlaku. Untuk mengatasi hal 

itu, sanksi dan pengaturan perihal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

ini perlu diperluas dan dipertegas sehingga memberikan patokan yang 

jelas dan berkepastian hukum. Sanksi perlu dipertegas agar memiliki 

“daya paksa” kepada pelaku usaha. Selain itu, dirasa pula bahwa Prinsip 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini kurang “menyala” dan kurang 

dikenali oleh banyak kalangan pelaku usaha, sehingga terdapat juga 

permasalahan untuk membangkitkan etika bisnis pelaku usaha yang juga 

untuk menegakkan Prinsip ini agar prinsip ini tidak sekadar bersifat 

formalitas saja di dalam Undang-Undang.  

 

Rumusan Masalah 2 

Belum ada tafsiran yang sama baik dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 ditekankan bahwa setiap perseroan 

selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan, 

namun pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 

ditekankan bahwa prinsip tersebut hanya menjadi kewajiban bagi 

Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang 

dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Kerancuan tafsir antara 

Pasal 2 dan Pasal 3 di atas terkait definisi Perseroan tersebut dapat 

menyebabkan ketidakjelasan, dan lemahnya prinsip Tanggung Jawab 

Sosial dan Lingkungan untuk dilaksanakan oleh pelaku usaha melalui 

Perseroan Terbatas.  

 

5.2 Saran 

 

1. Sanksi mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perlu 

dipertegas baik bagi yang berkewajiban untuk melaksanakan, 

ataupun yang melanggar. Selain itu pengaturan sanksi harus tepat 
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dan efisien, mengingat dalam Undang-Undang sekarang ini 

maupun dalam Peraturan Pemerintah turunannya terkait Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas kosong akan 

yang dinamakan sanksi, atau adanya kekosongan hukum terkait 

sanksi. 

2. Kemudian dalam pembaharuan dan revisi Undang-Undang 

maupun Peraturan Pemerintah, perlu dipertegas bahwa scope atau 

kaliber utama dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini 

harus diperluas kepada setiap Perseroan Terbatas (memastikan 

kerancuan Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

47 Tahun 2012) agar tidak terjadi kerancuan dan tebang pilih. 

3. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 

harus diletakkan aturan atau norma dasar perilaku bertindak bagi 

Perseroan Terbatas baik yang bergerak di bidang sumber daya 

alam maupun tidak, wujud atau bentuk Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan yang disesuaikan dengan setiap bidang usaha yang 

dijalankan oleh Perseroan Terbatas (lihat Pasal 3 ayat (1) dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012). Dengan adanya 

norma dasar atau aturan dasar ini akan mempermudah dan 

memperjelas pengaturan mengenai sanksi, karena secara logika 

bagaimana sanksi dapat diatur secara rinci jika ruang lingkup 

masih rancu, aturan berperilaku dasar sesuai Prinsip Tanggung 

Jawab Sosial dan Lingkungan saja tidak ada.  

4. Pelaksanaan atau mengaplikasikan Pasal 8 dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Sehingga tidak sebatas pada 

Pasal mati dan formalitas, mendukung juga dengan apa yang 

dinamakan “reward and punishment”. 

5. Perlu adanya revisi mengenai definisi Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan itu sendiri khususnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007. Karena apabila dilihat secara 

penafsiran gramatikal, Prinsip Tanggung Jawab Sosial dan 
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Lingkungan dalam Pasal 1 angka 3 mempersempit  prinsip CSR itu 

sendiri yang berdasar pada Etika (tidak memerlukan pemaksa 

untuk menjamin pelaksanaannya). Sedangkan dalam Pasal 74 ayat 

(2) terdapat frasa “wajib”. Sehingga Pemerintah perlu 

mempertegas apakah prinsip ini menjadi kewajiban berdasarkan 

hukum sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) atau hanya ingin dijadikan 

sekadar kesukarelaan saja sesuai prinsip CSR itu sendiri yang 

berdasar pada Etika (aanvullenrecht atau dwingenrecht). 
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